Vol 9 No 7, Juli 2025

Jurnal Dimensi Hukum EISSN : 28593895

TINJAUAN YURIDIS-EMPIRIS ATAS TRANSPARANSI LEGISLASI
DPR STUDI KASUS PEMBAHASAN RUU TNI DI LUAR GEDUNG
PARLEMEN

Erlangga Chandra Hutomo?, Na'ilah Fadhilah?, Alvin Satria Rahmanda®, Ahmad
Zainullah?, Zidni Dwi Novri Atmojo®, R. Wahjoe Poernomo S°
erlanggach0605@gmail.com?, nailahfadhilah12@gmail.com?,
alvin.satria.rahmanda5@gmail.com?, zenvancassien@gmail.com*, zidnidwiatmajaa@gmail.com®,
wahjoepoernomo@gmail.com®
Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Proses legislasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif merupakan pilar penting dalam sistem
hukum yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi transparansi proses legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional
Indonesia (UU TNI) yang dilakukan di luar Gedung Parlemen. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap
peraturan perundang-undangan, kajian pustaka, serta wawancara dengan narasumber kunci yang
terlibat dalam isu legislasi dan keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan di luar Gedung DPR menimbulkan persoalan serius
terkait prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan akuntabilitas lembaga legislatif. Meskipun
diizinkan secara formal oleh Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, praktik ini
bertentangan dengan semangat keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 28F UUD 1945. Ketertutupan lokasi dan minimnya
akses publik terhadap proses tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap
DPR sebagai wakil rakyat. Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola legislasi agar
proses pembentukan undang-undang dilaksanakan secara lebih terbuka, transparan, dan inklusif,
termasuk melalui penggunaan teknologi digital untuk memperluas akses publik. Temuan ini
diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan prinsip demokrasi dalam sistem
legislasi nasional.

Kata Kunci: transparansi, DPR, legislasi, UU TNI, partisipasi publik

Abstract

A transparent, accountable, and participatory legislative process is a crucial pillar of a
democratic legal system. This study aims to evaluate the transparency of the Indonesian House of
Representatives (DPR) in the legislative process, particularly in the revision of the Indonesian
National Armed Forces Law (UU TNI), which was conducted outside the official parliamentary
building. The research adopts both normative and empirical legal approaches. Data were
collected through document analysis of relevant legislation, literature reviews, and interviews with
key informants involved in legislative and public transparency issues. The results indicate that
conducting the legislative discussion outside the Parliament building raises serious concerns
regarding public access, openness, and the accountability of legislative institutions. Although such
practices are formally permitted under Article 254(3) of DPR Regulation No. 1 of 2020, they
contradict the principle of openness as mandated by Article 5(g) of Law No. 12 of 2011 and Article
28F of the 1945 Constitution. The lack of public access and the use of closed, non-formal venues
potentially diminish public trust in the DPR’s role as a representative institution. This study
recommends comprehensive legislative governance reform to ensure future legislative processes
are more transparent, inclusive, and accountable. It also highlights the importance of utilizing
digital technology to enhance public participation and oversight. These findings are expected to
contribute significantly to the strengthening of democratic principles within Indonesia’s legislative
practices.
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PENDAHULUAN
Dalam sistem negara hukum yang demokratis, transparansi dalam proses legislasi

memiliki kedudukan yang sangat penting.! Proses pembuatan undang-undang bukan hanya
berfungsi untuk menyusun norma-norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat,
tetapi juga untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sah, legitim, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
sebagai lembaga legislatif memainkan peran yang sangat krusial, karena merekalah yang
menyusun dan membahas rancangan undang-undang yang akan berlaku di seluruh
Indonesia. Oleh karena itu, proses legislasi harus dilaksanakan secara terbuka, akuntabel,
dan partisipatif, agar setiap keputusan yang diambil mencerminkan kehendak dan aspirasi
publik yang lebih luas.? Persoalan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai
praktik pelaksanaan pembahasan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU
TNI) oleh DPR yang dilakukan di luar Gedung Parlemen. Praktik ini menimbulkan
pertanyaan mendasar tentang sejauh mana proses legislasi tersebut sesuai dengan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik sebagaimana diatur dalam
ketentuan hukum yang berlaku. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya
mengevaluasi apakah pelaksanaan rapat di luar gedung parlemen menciptakan preseden
yang merugikan kehidupan demokrasi dan memperlemah pengawasan publik terhadap
proses pembentukan undang-undang.® Namun, dalam praktiknya, proses legislasi di
Indonesia sering kali menghadapi tantangan serius terkait dengan transparansi. Salah satu
contoh konkret dari tantangan ini dapat dilihat pada pembahasan revisi Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Proses pembahasan
revisi UU TNI yang dilakukan di luar Gedung DPR menimbulkan kontroversi dan kritik
dari berbagai kalangan, baik masyarakat, akademisi, maupun media. Pembahasan yang
seharusnya dapat diakses oleh publik dan berlangsung secara terbuka, justru dilakukan di
tempat-tempat tertutup yang jauh dari jangkauan masyarakat umum, seperti hotel dan
tempat non-formal lainnya. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran bahwa prinsip
transparansi yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap proses legislasi telah terabaikan,

dan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam proses tersebut tidak dapat diawasi

I N. Andayani, Teori dan Praktik Legislasi di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2018).

2 B. Harsono, Reformasi Legislasi di Indonesia: Meningkatkan Kualitas Hukum (Yogyakarta: UGM Press,
2020).

3 B. Mulyono, Filosofi Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Jakarta:
Rajawali Press, 2018).
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atau dipertanggungjawabkan dengan baik.*

Ketidakjelasan mengenai pelaksanaan rapat di luar Gedung DPR ini memunculkan
pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Salah satu dasar hukum yang relevan dalam hal ini adalah Pasal 254 ayat (3)
Peraturan DPR Rl Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pasal tersebut menyatakan
bahwa "Semua jenis rapat dilaksanakan di Gedung DPR, kecuali dengan izin Pimpinan
DPR." Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara prinsip, seluruh rapat yang dilakukan
oleh alat kelengkapan DPR, termasuk rapat pembahasan rancangan undang-undang, harus
dilaksanakan di Gedung DPR, yang merupakan forum resmi yang telah disediakan untuk
kegiatan legislatif. Dengan kata lain, Gedung DPR harus menjadi tempat utama di mana
semua kegiatan legislatif berlangsung, untuk memastikan bahwa proses tersebut terbuka
dan dapat diawasi oleh publik.

Namun, Peraturan DPR tersebut juga memberikan ruang pengecualian terhadap
ketentuan ini, yaitu dengan adanya izin dari Pimpinan DPR. Dalam konteks ini,
pembahasan revisi UU TNI yang dilaksanakan di luar Gedung DPR dapat dianggap sah
secara hukum jika memperoleh persetujuan dari Pimpinan DPR, sebagaimana diatur dalam
Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak serta-merta
membenarkan pembahasan di luar gedung parlemen tanpa mempertimbangkan prinsip
dasar keterbukaan dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses
legislasi.> Dalam hal ini, meskipun secara hukum rapat di luar gedung parlemen mungkin
diperbolehkan, penting untuk menilai apakah praktik ini mencerminkan atau malah
merusak prinsip-prinsip demokrasi yang harus menjadi landasan utama dalam proses
legislasi. Keterbukaan dalam proses legislasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 huruf g
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, yang menyatakan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan adalah asas keterbukaan.® Asas ini mewajibkan agar seluruh tahapan
pembentukan peraturan perundang-undangan, dari penyusunan hingga pengesahan,
dilakukan dengan transparan dan dapat diakses oleh publik. Undang-Undang ini

menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan perundang-undangan,

4 T. Sumantri, Pengawasan Publik terhadap Proses Legislasi: Teori dan Aplikasi di Indonesia (Surabaya:
Penerbit Ilmu Hukum, 2020).

> M. Alfiansyah, “Pembentukan UU dan Prinsip Keterbukaan dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal
Hukum Pembangunan 17, no. 2 (2020): 67-81.

6 S. Nugroho, Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Prinsip, Proses, dan Implementasi (Jakarta:
Erlangga, 2020).
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baik dalam bentuk partisipasi langsung maupun melalui mekanisme pengawasan.’ Oleh
karena itu, pembahasan revisi UU TNI yang dilaksanakan secara tertutup di luar Gedung
DPR bertentangan dengan asas keterbukaan ini, karena masyarakat tidak diberi akses yang
memadai untuk mengikuti jalannya pembahasan dan memberikan masukan yang
konstruktif.®

Selain itu, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
juga menggariskan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,
yang secara langsung berhubungan dengan proses legislasi. Dalam kerangka demokrasi,
hak ini mengharuskan agar proses pembuatan hukum dapat diakses oleh masyarakat. Hal
ini juga ditegaskan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, yang menuntut lembaga publik untuk membuka akses informasi yang
berkaitan dengan pengambilan keputusan, termasuk proses legislasi di DPR.® Meskipun
terdapat ruang untuk melaksanakan rapat di luar Gedung DPR dengan izin dari Pimpinan
DPR, penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan rapat di luar gedung parlemen tetap harus
memperhatikan prinsip-prinsip transparansi yang lebih luas. Transparansi tidak hanya
terbatas pada tempat di mana rapat tersebut dilaksanakan, tetapi juga melibatkan akses
masyarakat terhadap informasi mengenai isi pembahasan, daftar hadir, dan hasil keputusan
dari rapat tersebut. Dalam hal ini, jika pembahasan revisi UU TNI yang dilaksanakan di
luar Gedung DPR tidak disertai dengan mekanisme publikasi yang memadai, maka hal
tersebut dapat dianggap mengurangi akuntabilitas DPR terhadap rakyat yang mereka
wakili.pro

Sejumlah penelitian sebelumnya juga telah menyoroti minimnya transparansi dalam
proses legislasi di Indonesia. Sebagai contoh, Nurhasanah dalam studinya mengenai
transparansi legislasi di Indonesia mengungkapkan bahwa kurangnya akses masyarakat
terhadap dokumen-dokumen legislasi menjadi salah satu masalah utama yang
menghambat partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang. Selain itu,
Prabowo dalam penelitiannya tentang urgensi partisipasi publik dalam legislasi
menekankan pentingnya adanya mekanisme yang lebih terbuka dan partisipatif dalam

setiap tahapan pembuatan undang-undang. Namun, berbeda dengan kedua penelitian

" D. Prasetya, Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Pembuatan Undang-Undang (Malang: Bayumedia,
2021).

8 D. Amalia, “Prinsip Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,”
Jurnal Hukum Kontemporer 7, no. 1 (2020): 33-47.

° D. Wibowo, Hukum Perundang-Undangan dan Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2019).
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tersebut, tulisan ini lebih menyoroti praktik spesifik mengenai tempat pelaksanaan rapat
yang dapat menurunkan kualitas transparansi legislasi jika dilakukan di luar Gedung DPR
tanpa adanya pengawasan yang memadai.'® Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk
mengevaluasi secara komprehensif apakah pelaksanaan pembahasan revisi UU TNI di luar
Gedung DPR telah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi publik yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini akan bersifat normatif dan empiris, dengan menganalisis baik
ketentuan hukum yang berlaku, maupun dinamika praktis yang terjadi di lapangan.
Penekanan akan diberikan pada bagaimana pelaksanaan rapat di luar Gedung DPR ini
dapat menciptakan preseden buruk bagi proses legislasi di masa depan, serta bagaimana
hal ini dapat melemahkan fungsi pengawasan publik terhadap lembaga legislatif.!

Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk perbaikan tata
kelola legislasi yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat meminimalisir
praktek-praktek tertutup yang merugikan masyarakat dalam proses pembuatan undang-
undang. Reformasi tata kelola legislasi yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan
untuk memperkuat posisi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bertanggung

jawab dan berintegritas.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan dua pendekatan

utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif
digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait asas transparansi dan
akuntabilitas dalam proses legislasi. Analisis dilakukan terhadap ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan tata tertib DPR yang mengatur pelaksanaan
pembahasan undang-undang, khususnya dalam konteks pembahasan RUU yang dilakukan
di luar gedung parlemen. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk
memahami realitas atau praktik legislasi yang terjadi di lapangan, dengan memperhatikan
persepsi publik, tanggapan media, serta dinamika sosial-politik yang menyertai kasus
pembahasan revisi UU TNI.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data

sekunder. Data primer dalam konteks pendekatan normatif berupa peraturan perundang-

10 R, Haryanto, “Pengawasan Publik terhadap Proses Legislatif: Perspektif Hukum dan Demokrasi,” Jurnal
Politik dan Hukum 24, no. 1 (2019): 42-56.

11 R. Handayani, “Efektivitas Pengawasan Publik terhadap Rapat Legislasi yang Dilaksanakan di Luar
Gedung Parlemen,” Jurnal Hukum Negara 14, no. 2 (2020): 91-105.
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undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
28F, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal
254 ayat (3). Dalam konteks pendekatan empiris, data primer dikumpulkan melalui hasil
wawancara terbatas dengan narasumber yang kompeten dalam bidang legislasi dan
keterbukaan informasi, seperti akademisi dan aktivis masyarakat sipil.'?

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku-buku
hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga riset, serta artikel dari media massa daring yang
relevan. Data ini digunakan untuk memperkuat argumentasi normatif dan memberikan
konteks terhadap praktik legislasi yang menjadi fokus kajian. Sumber sekunder ini juga
mencerminkan bagaimana opini publik dan kalangan akademisi memandang proses
legislasi yang dilakukan secara tertutup.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu
studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan terbatas. Studi kepustakaan
dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan guna
mendukung kajian normatif. Sedangkan studi lapangan dilakukan secara selektif melalui
wawancara semi-terstruktur dengan narasumber kunci. Pemilihan narasumber dilakukan
secara purposive, yaitu berdasarkan pengetahuan atau keterlibatan langsung narasumber
dalam isu legislasi atau keterbukaan informasi publik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-
kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan praktik
pembahasan revisi UU TNI oleh DPR di luar Gedung Parlemen, serta menilai
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta dan kronologi kejadian
secara sistematis, sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis makna
dan implikasi hukum dari praktik tersebut. Analisis dilakukan secara interpretatif dan
argumentatif, dengan tetap berpegang pada kerangka hukum yang berlaku serta prinsip-

prinsip demokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.*

12 p, Setiawan, Politik Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: Refika
Aditama, 2018).

13 A, Faris, Demokrasi dan Transparansi dalam Pembuatan Undang-Undang (Jakarta: Pustaka Demokrasi,
2019).

14 D. Wibowo, Hukum Perundang-Undangan dan Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2019).
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Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penyimpangan atau ketidaksesuaian
proses legislasi di luar gedung parlemen terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku,

serta menawarkan solusi normatif untuk perbaikan tata kelola legislasi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi di

Indonesia semakin mendesak, terutama terkait dengan praktik pembahasan revisi Undang-
Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilakukan di luar Gedung DPR.
Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap
langkah dalam proses legislasi dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi oleh
publik. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga legitimasi proses legislasi,
tetapi juga untuk memperkuat partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yang
akan mengatur kehidupan masyarakat.'®

Prinsip transparansi adalah fondasi dalam setiap negara demokratis yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik. Dalam konteks perundang-
undangan, transparansi berarti bahwa seluruh tahapan pembuatan undang-undang dapat
diakses dan diawasi oleh masyarakat.'® Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara jelas mengatur bahwa
salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
adalah keterbukaan, yang mewajibkan seluruh proses legislasi untuk dilakukan dengan
transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat atau setidaknya mengawasi
jalannya pembahasan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari terjadinya proses tertutup
yang hanya menguntungkan sekelompok pihak tertentu dan merugikan kepentingan
publik.t’

Namun, dalam praktiknya, pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan di luar
Gedung DPR menghadirkan tantangan serius terhadap prinsip transparansi. Hal ini
disebabkan oleh kenyataan bahwa lokasi rapat yang terpisah dari Gedung DPR secara
langsung membatasi akses masyarakat terhadap proses tersebut. Pembahasan yang

seharusnya dapat diikuti oleh publik, baik melalui media atau kanal komunikasi lainnya,

15 D. Sari, Praktik Demokrasi dan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Bandung: Nusa Media,
2021).

6 D. Budianto, “Transparansi dalam Proses Legislasi di Indonesia: Studi Kasus Pembahasan Revisi UU
TNI,” Jurnal Hukum dan Kebijakan 15, no. 2 (2020): 115-130.

17 D. Amalia, “Prinsip Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,”
Jurnal Hukum Kontemporer 7, no. 1 (2020): 33-47.
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justru berlangsung di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh khalayak umum.
Ketidakberadaan akses terhadap informasi tentang apa yang dibahas, siapa yang hadir, dan
apa keputusan yang diambil dalam rapat tersebut menciptakan ruang ketidakjelasan yang
dapat mengurangi kualitas akuntabilitas proses legislasi. Dalam hal ini, pembahasan di
luar Gedung DPR menimbulkan keraguan mengenai seberapa besar DPR berkomitmen
untuk membuka proses legislasi bagi masyarakat.'®

Prinsip akuntabilitas DPR juga terancam dengan praktik seperti ini. Akuntabilitas
mengharuskan setiap keputusan yang diambil oleh lembaga legislatif untuk dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.'® Pembahasan yang berlangsung jauh dari Gedung
DPR dan tertutup dari pandangan publik menyulitkan masyarakat untuk mengawasi,
memberi masukan, atau mempertanyakan keputusan-keputusan yang diambil oleh anggota
DPR. Apabila proses legislasi tidak dilakukan dengan cara yang terbuka, maka lembaga
legislatif akan sulit untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, yang
pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR.2° Hal ini
bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang berkaitan
dengan kehidupan publik.

Selain itu, penyelenggaraan rapat di luar Gedung DPR, meskipun diizinkan dengan
persetujuan Pimpinan DPR menurut Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun
2020, memunculkan pertanyaan apakah pengecualian ini seharusnya lebih dibatasi. Pasal
tersebut memberikan keleluasaan bagi Pimpinan DPR untuk mengizinkan rapat
dilaksanakan di luar Gedung DPR, tetapi hal ini tidak boleh mengesampingkan prinsip
keterbukaan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap proses legislasi.?! Di satu
sisi, ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi DPR untuk melakukan rapat di luar
gedung parlemen, namun di sisi lain, hal tersebut berpotensi merugikan prinsip

transparansi apabila tidak ada pengawasan atau mekanisme publikasi yang memadai

18 R. Firdaus, “Penyelenggaraan Rapat Legislatif di Luar Gedung Parlemen: Implikasi terhadap Demokrasi
di Indonesia,” Jurnal Politik dan Demokrasi 6, no. 3 (2021): 80-95.

19 Q. Kartika, “Akuntabilitas DPR dalam Pembentukan Undang-Undang: Sebuah Tinjauan Teoretis dan
Praktis,” Jurnal Hukum Perundang-Undangan 27, no. 4 (2021): 132-145.

2 B, Kurniawan, “Reformasi Proses Legislasi di Indonesia: Evaluasi dan Prospek ke Depan,” Jurnal
Administrasi Negara 25, no. 4 (2018): 110-123.

2L T, Kurniati, “Proses Legislasi dan Keterbukaan di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Praktik di DPR,”
Jurnal lImu Sosial dan Hukum 13, no. 1 (2021): 47-60.
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mengenai proses yang berlangsung.??

Dari sudut pandang perbandingan internasional, banyak negara yang lebih
mengutamakan transparansi dalam proses legislasi mereka. Sebagai contoh, di Amerika
Serikat dan Uni Eropa, proses legislasi dilakukan dengan sangat terbuka, di mana
masyarakat dapat mengakses seluruh informasi mengenai pembahasan suatu RUU, bahkan
sebelum RUU tersebut dibahas lebih lanjut. Di kedua entitas ini, keberadaan mekanisme
pengawasan publik dan publikasi informasi menjadi hal yang mutlak untuk memastikan
bahwa proses legislasi berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini,
Indonesia seharusnya mencontoh praktek-praktek baik ini, yang menjamin bahwa setiap
kebijakan yang diambil oleh DPR dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat.?

Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi seharusnya menjadi salah satu
prioritas dalam setiap tahapan pembentukan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan perundang-
undangan disusun dengan melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan RUU TNI
yang terjadi di luar Gedung DPR tanpa keterlibatan masyarakat secara aktif dapat dilihat
sebagai pengabaian terhadap hak-hak publik untuk mengetahui dan memberikan pendapat
terkait undang-undang yang akan mengatur kehidupan mereka. Transparansi dalam proses
ini tidak hanya mencakup penyediaan informasi, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam
tahap konsultasi publik yang dapat mempengaruhi substansi dari undang-undang
tersebut.?

Sebagai langkah perbaikan, proses legislasi seharusnya dilakukan dengan
memperhatikan akses publik yang lebih luas. Setiap rapat dan pembahasan RUU harus
dapat diikuti oleh masyarakat melalui media atau kanal komunikasi yang transparan, serta
dokumentasi yang memadai.?® Selain itu, keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-
rapat tersebut harus segera diumumkan dan dipublikasikan agar dapat diawasi oleh publik.

Penggunaan teknologi informasi dalam hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa

22 M. Suryadi, “Dampak Pembahasan RUU TNI di Luar Gedung Parlemen terhadap Partisipasi Masyarakat,”
Jurnal Demokrasi dan Hukum 10, no. 2 (2020): 75-90.

2 H. Utama, “Pembahasan RUU TNI: Antara Keterbukaan dan Keamanan Nasional,” Jurnal Politik
Indonesia 12, no. 1 (2020): 56-70.

2 Wijaya, “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Studi Kasus Pembahasan
RUU TNL” Jurnal Hukum dan Masyarakat 11, no. 2 (2019): 104-118.

% E. Sari, “Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi Proses Legislasi di Indonesia,” Jurnal
Teknologi dan Hukum 5, no. 3 (2020): 120-135.
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setiap tahapan proses legislasi dapat diakses oleh masyarakat secara real-time.?®

Dalam konteks revisi UU TNI, yang menyangkut masalah-masalah sensitif terkait
dengan ketahanan nasional dan struktur TNI, pembahasan yang dilakukan secara terbuka
sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya
mempertimbangkan kepentingan sekelompok elit, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai revisi UU TNI di luar
Gedung DPR seharusnya menjadi perhatian serius bagi para pembuat kebijakan, agar
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dapat tetap dijaga.?’

Dengan demikian, konsep ideal yang dapat diajukan dalam pembahasan legislasi
adalah pembentukan mekanisme yang memungkinkan setiap tahap pembahasan undang-
undang dilakukan secara terbuka, dengan partisipasi aktif masyarakat, serta pengawasan
yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui reformasi ini, diharapkan
produk legislasi yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat dan lebih

dihargai sebagai hasil dari proses yang demokratis.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan

bahwa proses legislasi yang dilaksanakan di luar Gedung DPR, khususnya dalam
pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), menimbulkan
sejumlah masalah terkait dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
publik. Pembahasan yang tidak dapat diakses oleh masyarakat secara langsung berpotensi
mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap DPR, mengingat publik tidak memiliki
akses yang memadai untuk mengawasi jalannya proses legislasi. Hal ini bertentangan
dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 28F UUD 1945, yang mengatur hak setiap orang
untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kehidupan publik, serta Pasal 5 huruf
g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menekankan prinsip keterbukaan dalam
setiap proses legislasi.

Selain itu, meskipun Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020
memberikan izin untuk pelaksanaan rapat di luar Gedung DPR, hal ini tidak seharusnya
menafikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan. Pembahasan yang dilakukan di luar gedung parlemen tanpa pengawasan yang

% 1, Pratama, “Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Antara Teori dan
Praktik,” Jurnal Pembentukan Hukum 8, no. 1 (2021): 50-65.

27 A. Santoso, “Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia,” Jurnal
Keadilan Sosial 22, no. 3 (2019): 58-72.
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memadai dapat menciptakan ruang tertutup yang merugikan publik dan berisiko pada
terciptanya keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Sebagai rekomendasi, penulis mengusulkan agar DPR melakukan evaluasi terhadap
praktik legislasi yang dilaksanakan di luar Gedung DPR. Proses legislasi sebaiknya
dilakukan dengan lebih terbuka kepada publik, melalui mekanisme yang memungkinkan
partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk konsultasi publik, akses terhadap dokumen
RUU, maupun keterbukaan informasi terkait jalannya rapat. Teknologi informasi dapat
dimanfaatkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses legislasi dapat diakses oleh
masyarakat secara real-time, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Di samping itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai peran
teknologi dalam mendukung transparansi dalam proses legislasi, serta mengkaji dampak
dari pengawasan publik terhadap kualitas perundang-undangan yang dihasilkan. Penelitian
ini juga dapat memperluas cakupan untuk menganalisis perbandingan antara Indonesia
dengan negara-negara lain dalam hal transparansi legislasi, guna memberikan gambaran
yang lebih lengkap tentang bagaimana praktek legislasi yang terbuka dapat meningkatkan
kualitas demokrasi dan legitimasi hukum di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
perbaikan sistem legislasi di Indonesia dan mendorong terciptanya undang-undang yang

lebih akuntabel, transparan, dan lebih mewakili kepentingan masyarakat.
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